
b. bahwa bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
156/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, 
maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa. setiap Desa. se Kabupaten Jepara Tahun 2020, 
sebagaimana dubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun 2020, perlu 
ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 
2019 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2020; 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penanganan kesehatan yang 
disebabkan oleh penyebaran wabah Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan dampak ekonomi, serta 
untuk penyediaan jaring pengaman sosial pada setiap 
desa di Kabupaten Jepara, maka diperlukan refokusing 
dan realokasi anggaran yang bersumber dari Dana 
Desa; 
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1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nornor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012), sebagaiaman diubah dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205 /PMK.07/2019 ten tang Pengelolaan Dana Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
384) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2020tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1193); 

5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun 
2020 (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun2019 
Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap 
Desa se Kabupaten Jepara Tahun 2020; 
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(2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang 

berdomisili di Desa setempat yang dibuktikan 
dengan NIK. 

b. Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, 
belum terdata menerima program bantuan 
Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan 
Pangan Non Tonai (BPNT), dan kartu pra kerja 
serta mernpunyai anggota keluarga yang 
rentan sakit menahun/kronis. 

(3) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa 
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b 
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. 

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (lA) huruf b, berupa 
BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu di Desa sebagai calon keluarga penerima 
manfaat. 

Pasal 13A 

1. Ketentuan Pasal (13A), diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 30 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun 2020, diubah 
sebagai berikut; 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 60 TAHUN 
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE 
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN : 



EDY SUJATMIKO 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 61 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 23 November 2020 

BUPATI JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 23 November 2020 

Agar setiap , orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati uu dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

(4) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebesar: 
a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 

bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per 
keluarga penerima manfaat. 

b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 
bulan keempat sampai dengan bulan 
kesembilan per keluarga penerima manfaat. 

(5) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 9 
(sembilan) bulan/kali sesuai dengan ketersediaan 
anggaran Dana Desa. 


